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Isi Berita:

TEMANGGUNG - Konsistensi dan keseriusan BUMDes Gondosuli, Kecamatan Bulu,
Temanggung, dalam mengelola kolam renang di desanya, mendapat apresiasi dari
Penjabat (Pj) Bupati Hary Agung Prabowo. Terlebih, usaha yang dijalani sejak lima tahun
silam tersebut, berkembang semakin baik.

Hal itu dikatakan Pj bupati, saat menghadiri HUT ke-5 Simpleng, di Kolam Renang
Simpleng, Desa Gondosuli, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, Minggu
(9/6/2024). Menurutnya, bukan hal mudah bisa membangun objek wisata air yang
mendatangkan keuntungan bagi desa, dan bisa terus bertahan, bahkan bisa berkembang
dengan baik secara kontinu

“Pendapatannya bisa mencapai Rp40 juta per bulan, tentu menambah income pendapatan
desa, ada pemberdayaan masyarakat. Ke depan perlu dipikirkan bagaimana
mengembangkan desa ini menjadi desa wisata. Tentu ini bisa jadi contoh bagi desa
lainnya, berinovasilah sesuai karakteristik masing-masing,” ujarnya.

Ditambahkan, meski dikelola BUMDes, eksistensi Kolam Renang Simpleng sampai saat
ini berkat manajemen yang profesional. Inovasi pun terus dikembangkan, baik dari segi

sarana, prasarana, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
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Hary Agung berpesan agar Simpleng bisa terus dikembangkan, baik dari sisi sarpras,
maupun SDM, agar memunculkan bibit baru atlet renang dari Temanggung.

“Saya ucapkan selamat hari ulang tahun Simpleng yang kelima, mudah-mudahan selalu
berkah, barokah, jaya, pengunjungnya berlimpah memberikan pendapatan asli desa, dan
tentunya perekonomian masyarakatnya tumbuh,” kata Hary

Kepala Desa Gondosuli, Arifin menuturkan, eksistensi Simpleng sampai hari ini, karena
kekompakan KATAPANTURA warga dan pemerintah desa. Sinergi ini menentukan
keberlangsungan tempat wisata air di Gondosuli.

“Adanya Simpleng tentu menambah pendapatan bagi warga, sekaligus pemberdayaan
masyarakat. Dengan begini akan menambah pendapatan untuk desa juga warganya.

Sampai saat ini, pengunjung selain dari warga Temanggung juga dari luar daerah,”

terangnya. (ary;ekp)

Sumber Berita:

1. https://katapantura.id/sukses-kelola-kolam-renang-simpleng-pj-bupati-dorong-desa-
lain-mencontoh-bumdes-gondosuli/, “Sukses Kelola Kolam Renang Simpleng, Pj
Bupati Dorong Desa Lain Mencontoh BUMDes Gondosuli”, tanggal 10 Juni 2024.

2. https://kanalindonesia.com/2024/06/10/bupati-temanggung-hary-prabowo-beri-
apresiasi-atas-hut-simpleng-ke-5/#, “Bupati Temanggung, Hary Prabowo Beri
Apresiasi Atas HUT Simpleng ke 57, tanggal 10 Juni 2024.

Catatan

e Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan =~ pembangunan,  pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

e Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima
Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun,

maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
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e Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang
berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:

“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian
wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”.

e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah
sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

a. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya
disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau
bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan
investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan
jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

b. Pasal 87
1) ayat (1) menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa.

2) ayat (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk
unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.

3) ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

e Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

a. ayat (1) menyatakan bahwa BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan
Musyawarah Desa dan Pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

b. ayat (2) menyatakan bahwa BUM Desa bersama didirikan 2 (dua) Desa atau lebih
berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan Pendiriannya ditetapkan dengan
Peraturan Bersama Kepala Desa.

c. ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Catatan Akhir :

1.  BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu jenis badan usaha milik pemerintah
selain BUMN dan BUMD. Seperti yang kita ketahui, pemerintah pusat ataupun daerah memiliki
beberapa badan usaha yang berfungsi memberikan Pendapatan Asli Daerah atau PAD kepada negara
dengan cara mengelola potensi yang tersedia.

(BUMDes; Pengertian, Dasar Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta Jenisnya (jojonomic.com)
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2. Menurut pengertiannya, BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah setempat dan
memiliki badan hukum. Bisa dikatakan, BUMDes adalah suatu badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang asalnya dari
kekayaan desa itu sendiri. (BUMDes; Pengertian, Dasar Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta
Jenisnya (jojonomic.com))

3. BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola
usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan,
dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
(BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? (kompas.com))

4. PP 11 Tahun 2021 menyebutkan secara rinci mengenai fungsi pembentukan BUMDes. Dijelaskan,
BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan: melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan
usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa; melakukan
kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan
umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa; memperoleh keuntungan atau laba
bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas
sumber daya ekonomi masyarakat Desa; pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas
Aset Desa; dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. Dalam regulasi ini dijelaskan
bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? Halaman all - Kompas.com)

Disclaimer :
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana
informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat

suatu instansi
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